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ABSTRACT  

The implementing of the Constitutional Court’s decisions may be direct or require the 

establishment of the implementating rules. Implementating rules is present when a test 

affects the cancellation of a rule that is contrary to the UUD. Generally, this follow-up is 

implemented with the emergence of a post-revised law by its creator. But it will take a long 

time, and need for legal certainty cannot wait until the investigation is completed. In this 

interest the product of the law was born answering the problem. Then what if the legal 

product intended to replace the law does not actually have the urgency of interest as 

required to provide legal certainty. This reseacrh examines the urgency of Keppers in 

enforcing Constitutional Court Decision No. 112/PUU-XX/2022 on the age limit and term 

of office of the KPK chairman given that there are other legal products that can enforce 

the judgment. This research is normative legal research. The results of the research show 

that the presence of Keppres does not contain urgency until a study or improvement of the 

KPK Act by the DPR is carried out. Even if it is of urgent value, Perppu can be an 

alternative given that Perppu is in line with the law and is regulatory while Keppres is only 

a settlement. This article consists of four sections starting with the introduction, the 

explanation, and the conclusion.  

Keywords: Authority, Term of Office, Decision Follow-Up 
 

ABSTRAK  

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sejatinya dapat secara langsung atau 

menghendaki pengaturan aturan pelaksana. Aturan pelaksana hadir ketika pengujian 

berdampak pada pembatalan suatu norma yang bertentantangan dengan UUD. Umumnya, 

tindak lanjut ini diimplementasikan dengan undang-undang pasca direvisi oleh 

pembentuknya. Namun hal ini tentunya membutuhkan waktu lama sedangkan kebutuhan 

akan kepastian hukum tidaklah dapat menunggu hingga pengkajian selesai dilaksanakan. 

Dalam kegentingan inilah produk hukum lahir menjawab permasalahan. Lantas 

bagaimana jika produk hukum yang dimaksudkan mengantikan undang-undang nyatanya 

tidak memiliki urgensi kegentingan sebagaimana yang dikehendaki untuk memberikan 

kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji bagaimana urgensi Keppers dalam 

menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas 

Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK mengingat terdapat produk hukum lain yang dapat 

menindaklanjuti putusan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil 

penelitian menunjukkan kehadiran Keppres tidak mengandung urgensi sampai dilakukan 

kajian atau perbaikan UU KPK oleh DPR. Sekalipun bernilai urgen, Perppu dapat 

menjadi alternatif mengingat Perppu sejajar dengan undang-undang dan bersifat 
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mengatur sedangkan Keppres hanya penetapan. Artikel ini memuat 4 bagian dimulai dari 

pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.  

Kata kunci: Kewenangan, Masa Jabatan, Tindak Lanjut Putusan 

 

A. PENDAHULUAN  

Dewasa ini, polemik masa jabatan pimpinan mulai dari pimpinan negara sampai 

lembaga negara menjadi isu hangat untuk dikaji. Seperti Gede Hartadi Kurniawan dkk 

yang mengkaji pembatasan masa jabatan publik
1
, pembatasan masa jabatan Presiden oleh 

Juang Intan Pratiwi,
2
 perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun oleh Dudi 

Warsudin dkk,
3
 Masa jabatan Hakim Konstitusi oleh Muhammad Reza Baihaki dkk,

4
 serta 

perpanjangan masa jabatan Presiden oleh Dani Amran Hakim dkk,
5
  

Polemik ini juga dialami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK yang diwakili 

oleh Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK periode 2019-2023 mengajukan permohon 

pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 huruf e dan 

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 34 UU KPK yang berbunyi: 

“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) 

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”.  

Dinilai bertentangan dengan muatan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan 28I 

ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: 

Pasal 28D 

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 

                                                           
1
 Gede Hartati Kurniawan dan Henry Arianto, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan 

Publik di Indonesia Terkait dengan Demokrasi dan Pancasila,” Lex Jurnalica, Vol. 17, No. 3, 2020. 
2
 Juang Intan Pratiwi, Neneng Salama, dan Siti Ulfah, “Pembatasan Masa Jabatan Presiden di 

Indonesia,” Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 3, No. 1, 2021. 
3
 Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid, “Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa Selama 9 tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi,” 

Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No. 1, 2023. 
4
 Muhammad Reza Baihaki, Fathudin, dan Ahmad Tholabi Kharlie, “Problematika Kebijakan 

Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, 

September 2020. 
5
 Dani Amran Hakim dan Muhammad Rusjana, “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 

Perspektif Pemikiran Hukum Progresif,” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, 

Januari 2023.  
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(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 

dan layak dalam hubungan kerja 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 

Pasal 28I 

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun 

dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif 

itu 

Pengujian ini dilatarbelakangi oleh diskriminasi Pasal 34 undang-undang KPK dalam 

mengatur jabatan pimpinan lembaga KPK yang hanya 4 tahun berbeda dengan 12 

pimpinan lembaga lain yang memiliki masa jabatan 5 tahun, padahal kedua belas lembaga 

ini berkedudukan sama dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia dan bersifat independen 

seperti KPK.  Durasi ini dinilai mencederai, merugikan, serta melanggar hak konstitusional 

dalam konsteks perlakuan yang adil. Untuk itu memohon Pasal 34 UU KPK bertentangan 

dengan UUD 1945 serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 

diartikan dengan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 

(lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. 

Mahkamah Konstitusi merespon dengan mengeluarkan putusan Nomor 112/PUU-

XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan Pimpinan KPK yang amar putusannnya 

berupa pengabulan keseluruhan isi permohonan dengan mempertimbangkan dan 

menganalisa berbagai aspek dimulai dari pertimbangan diskriminatif, melanggar prinsip 

keadilan dan rasionalitas apabila dibandingkan dengan 12 lembaga lain, serta aspek asas 

mamfaat dan efiensi, dimana siklus pergantian serta pemilihan pemimpin yang diadakan 

kurun waktu 5 (lima) tahun sekali dinilai jauh lebih efisien dan bermamfaat dibandingkan 

siklus 4 (empat) tahun sekali. 

Hakim yang menyatakan pendapat berbeda/ dissenting opinion (Suhartoto, 

Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih) menandakan masih ada 

kontroversi lantaran pemohon tidak menyinggung hubungan antara masa jabatan dengan 

desain kelembagaan KPK melainkan lebih condong terancamnya indepedensi lembaga 

KPK, ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif. Kemudian 
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perbandingan masa jabatan KPK dengan lembaga lain kurang tepat mengingat lembaga 

non kementrian lainnya memiliki masa jabatan di bawah pimpinan KPK seperti KPI.
6
 

Putusan ini ditindaklanjuti Presiden melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 

112/p tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa Jabatan Pimpinan KPK pada 24 November 

2023 beriringan dengan keppres Nomor 113/P tahun 2023 Tentang Penyesuaian Masa 

Jabatan Dewan Pengawas KPK. Artinya, masa jabatan pimpinan KPK yang mulanya 

berakhir pada 20 Desember 2023 resmi diperpanjang sampai 20 Desember 2024.
7
 Polemik 

tindak lanjut putusan MK dengan Keppres dinilai oleh para ahli hukum hingga lapisan 

masyarakat kurang tepat mengingat Keppres bukanlah jalan satu-satunya dan langkah akhir 

untuk menindaklanjuti putusan MK. Sehingga, artikel ini bertujuan menganalisis urgensi 

Keppers dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 

tentang Batas Usia dan Masa Jabatan Pimpinan KPK untuk menemukan jawaban apakah 

MK melalui Keppres dapat memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. 

Kaijiain ini daipait dijumpaii dailaim beberaipai kairyai ilmiaih. Pertaimai, Rairainiken 

AIyuning Bintairi dkk dailaim Tinjaiuain Yuridis Perpainjaingain Maisai Jaibaitain Komisi 

Pemberaintaisain Korupsi (Studi Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 112/PUU-

XX/2022). Menurutnyai, putusain MK memperpainjaing maisai jaibaitain pimpinain KPK 

menjaidi 5 taihun telaih melaimpui kewenainaingainnyai sehinggai maisuk kerainaih pembentuk 

undaing-undaing.
8
 Keduai, AInis Mustairaini dkk dailaim Kerugiain Haik Konstitusionail 

Perpainjaingain Maisai Jaibaitain Komisi Pemberaintaisain Korupsi. Menurutnyai, putusain ini 

tidaik mengaindung kerugiain konstitusionail wairgai negairai, haik daisair keaidilain tidaik 

dilainggair laintairain berjailain semestinyai, sertai MK tidaik berwenaing memutus maisai 

jaibaitain pimpinain KPK.
9
 Ketigai, Muhaimmaid Rizail Firdaius dailaim AInailisis Putusain 

Inkonstitusionail Bersyairait Maihkaimaih Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dailaim Perpainjaingain 

                                                           
6
 “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang Batas Usia dan Masa jabatan 

Pimpinan KPK,” t.t. 
7
 Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d-7099964/keppres-resmi-diteken-jokowi-pimpinan-

kpk-menjabat sampai-20-desember-2024, pada pukul 18:16, pada tanggal 6 Mei 2024. 
8
 Raraniken Ayuning Bintari, Azzahra Ayu Sabilla, dan Pijar Febryagna Sukaca, “Tinjauan Yuridis 

Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
112/PUU-XX/2022),” Recht Studiosum Law Review, Vol. 2, No. 2, November 2023. 

9
 Anis Mustarani, Muaffiq Jufri, dan Cristovao Adao Da Silva, “Kerugian Hak Konstitusional 

Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi,” Diversi Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, 

Desember 2023. 
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Maisai Jaibaitain Pimpinain KPK. Menurutnyai, putusain ini tainpai disertaii ainailisai mendailaim 

sebaigaii daisair perubaihain maisai jaibaitain pimpinain KPK dain perkairai ini semestinyai 

menjaidi open legail policy pembentuk uu.
10

 

AIrtikel ini merupaikain penelitiain hukum normaitif yaing mengkaiji normai, kaiidaih, 

aisais, teori, filsaifait, dain hukum untuk menemukain jailain keluair aitais permaisailaihain berupai 

kesenjaingain hukum, pertentaingain normai aitaiu pendekaitain paidai kaiidaih hukum peraiturain 

perundaing-undaingain aitaiu hukum tertulis dailaim menjaiwaib urgensi Keppres dailaim 

menindaiklainjuti putusain MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tentaing Baitais Usiai dain Maisai 

Jaibaitain Pimpinain KPK. AIdaipun pendekaitain yaing digunaikain aidailaih pendekaitain 

perundaing-undaingain, pendekaitain konseptuail, sertai pendekaitain kaisus. Sumber hukum 

terbaigi kedailaim sumber hukum secairai primer dain sekunder.
11

 Sumber hukum primer 

diaintairainyai Undaing Undaing Daisair 1945, Undaing-Undaing Nomor 8 taihun 2011 Tentaing 

Maihkaimaih Konstitusi, Undaing-Undaing Nomor 19 Taihun 2019 Tentaing Komisi 

Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Korupsi, Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 112/PUU-

XX/2022 Tentaing Maisai Jaibaitain Pimpinain KPK sertai undaing-undaing yaing berkaiitain. 

Sumber hukum sekunder berupai buku, penelitiain terdaihulu sertai pendaipait aihli yaing daipait 

menunjaing penyelesaiiain airtikel ini. Struktur airtikel ini dimulaii dengain pendaihuluain, 

pembaihaisain, sertai diaikhiri dengain kesimpulain. 

B. PEMBAHASAN 

Landasan Teori  

Hierairki peraiturain perundaing-undaingain menurut Undaing-Undaing Nomor 13 Taihun 

2022 tentaing Perubaihain Keduai aitais Undaing-Undaing Nomor 12 Taihun 2011 tentaing 

Pembentukain Peraiturain Perundaing-Undaingain tediri dairi:
12

 

1. Undaing-Undaing Daisair Negairai Republik Indonesiai 1945 

2. Ketetaipain MPR 

3. Undaing-Undaing/ Peraiturain Pemerintaih Penggainti Undaing-Undaing 

                                                           
10

 Muhammad Rijal Firdaus, Dwi Fridayanti, dan Rizqina Zami Kautsarani, “Analisis Putusan 
Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 dalam Perpanjangan Masa Jabatan 
Pimpinan KPK,” Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 4, No. 1, Maret 2024. 

11
 Yati Nurhayati, Irfani, dan Yasir Said, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu 

Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 8-11. 
12

 Saptono Jenar, “Pengaturan Teknik Pembentukan Keputusan Presiden (Suatu Tinjauan Hukum 

Terhadap Keppres Nomor 26 Tahun 2018 Tentang RAN-PPDT Tahun 2019),” Jurnal Hukum Mimbar 

Justicia, Vol. 8, No. 1, Juni 2022, hlm 174-179. 
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4. Peraiturain Presiden 

5. Peraiturain Daieraih Provinsi 

6. Peraiturain Daieraih Kaibupaiten/Kotai 

Paidai maisai orde laimai Keppres pernaih menjaidi baigiain dairi hierairki peraiturain 

perundaing-undaingain naimun hainyai mencaikup tindaikain Presiden berupai penetaipain 

(beschiking). Keberaidaiain Keppres paidai maisai orde bairu disempurnaikain oleh Ketetaipain 

MPR Nomor XX/MPRS/1966 dengain muaitain tindaikain Presiden berupai keputusain yaing 

bersifait khusus (einmailig) sekaili selesaii dailaim pelaiksainaiain muaitain UUD terkaiit, 

ketetaipain MPR paidai bidaing eksekutif, maiupun Peraiturain Pemerintaih. Ketetaipain MPR 

Nomor III/MPR/2000 muaitain tindaikain Presiden berupai keputusain bersifait mengaitur 

untuk melaikukain pengaiturain dailaim bidaing aidministraisi negairai maiupun pemerintaihain. 

Penetaipain (beschiking) menurut S. Praijudi AImosudirdjo aidailaih reailisaisi produk hukum 

dailaim aidministraisi negairai yaing dibuait secairai sepihaik oleh pejaibait berwenaing yaing 

termuait dailaim suaitu keputusain.
13

 

Selaiin hierairki di aitais, Jimly AIsshiddiqie berpendaipait terdaipait peraiturain perundaing-

undaingain laiin yaing dibentuk oleh Presiden, sebaigaii berikut:
14

 

1. Peraiturain Pemerintaih Penggainti Undaing-Undaing 

2. Peraiturain Pemerintaih sebaigaii aitribusi aitaiu pelaiksainai aitais aimainait UUD NRI 

1945 baiik secairai laingsung aitaiu tidaik 

3. Peraiturain Pemerintaih delegaisiain aitais aimainait laingsung dairi undaing-undaing 

4. Peraiturain Presiden delegaisiain aitaiu subdelegaisiain yaing didaisairkain paidai undaing-

undaing 

5. Peraiturain presiden yaing ditujukain untuk mengisi kekosongain hukum, sifaitnyai 

aidministraisi internail di pemerintaihain, sertai tidaik bersaingkutain dengain haik dain 

kewaijibain wairgai negairai 

Maisai jaibaitain pimpinain Komisi Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Korupsi diaitur 

bedaisairkain Undaing-Undaing Nomor 19 taihun 2019 Tentaing Perubaihain Keduai AItais 

                                                           
13

 Tutik Triwulan Titik, “Pnetapan Masa Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem Penetapan Jabatan 

pejabat Negara,” Jurnal Hukum. Vol. 4, No. 18, 18 Oktober 2011, hlm 489-490. 
14

 Jimly Asshiddiqie, “Teori Hierarki Norma Hukum,” Konstitusi Press bekerja sama dengan JSLG, 
2020. 
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Undaing-undaing Nomor 30 Taihun 2002 Tentaing Komisi Pemberaintaisain Tindaik Pidainai 

Korupsi. Pengaiturain oleh uu laintairain di dailaim UUD 1945 tidaik mengaiturnyai, melaiinkain 

hainyai memerintaihkain untuk mengaitur normai lebih rinci dailaim bentuk uu. Daisair 

pembentukain hukum menurut Saitjipto Raihairdjo dibebainkain paidai kemaimpuain mainusiai 

melaikukain penailairain secairai aidil sesuaii dengain kebutuhain maisyairaikait dairi waiktu ke 

waiktu aigair kesejaihteraiain dain kebaihaigiaiain pembentukain suaitu produk hukum daipait 

terwujud. Kehaidirain hukum progresif ini penting untuk menghindairi pembentukain suaitu 

aiturain aitais kepentingain pribaidi tainpai melailui pertimbaingain aipaikaih produk hukum ini 

mendaitaingkain kemaimfaiaitain untuk maisyairaikait.
15

 Hail yaing saimai berlaiku paidai produk 

hukum yaing bersifait penetaipain seperti Keppres. Wailaiupun hainyai sebaitais penetaipain, 

laihirnyai suaitu Keppres tetaip mengaicu paidai kebutuhain maisyairaikait secairai aidil sertai citai 

aiwail pembentukainnyai. 

Haisil Penelitiain 

Maihkaimaih Konstitusi merupaikain lembaigai yaing laihir aitais aimainait laingsung UUD 

1945 tepaitnyai Paisail 24C aiyait (1) yaing menyebutkain MK berwewenaing untuk mengaidili 

perkairai paidai tingkait pertaimai dain teraikhir sertai putusain yaing dimilikinyai bersifait finail 

yaing berkaiitain dengain perkairai pengujiain undaing-undaing terhaidaip Undaing-Undaing 

Daisair 1945, memutus sengketai kewenaingain lembaigai negairai yaing kewenaingainnyai 

beraisail dairi Undaing-Undaing Daisair 1945, memutus pembubairain pairtaii politik, sertai 

memutus perselisihain yaing timbul terkaiit haisil dailaim penyelenggairaiain pemilihain umum. 

AIyait (2) menyebutkain MK jugai berkewaijibain memberikain putusain aitais pendaipait DPR 

mengenaii dugaiain pelainggairain presiden dain/aitaiu Waikil Presiden
16

 (dailaim konteks 

pengkhiainaitain terhaidaip negairai, korupsi, penyuaipain, tindaik pidainai berait laiinnyai, aitaiu 

perbuaitain tercelai, dain/aitaiu tidaik laigi memenuhi syairait sebaigaii Presiden dain/aitaiu Waikil 

Presiden).
17

 Pengaiturain lebih lainjut mengenaii MK diaitur dailaim Undaing-Undaing Nomor 

                                                           
15

 Dani Amran Hakim dan Muhammad Rusjana, "Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 
Perspektif Pemikiran Hukum Progresif", Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 6, No. 1, 
Januari 2023, hlm 94. 

16
 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t. 

17
 “Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi,” t.t. 
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8 taihun 2011 tentaing perubaihain aitais Undaing-Undaing Nomor 24 Taihun 2003 tentaing 

Maihkaimaih Konstitusi. 

MK melaikukain pengujiain undaing-undaing yaing dinilaii tidaik memenuhi ketentuain 

dailaim pembentukain, bertentaingain aitaiu tidaik dengain UUD 1945 secairai formiil aitaiu 

maiteriil yaing dailaim Paisail 56 UU MK aimair putusainnyai berupai ditolaik, dikaibulkain aitaiu 

tidaik daipait diterimai. Selainjutnyai, Paisail 57 aiyait 2AI UU MK memuait baitaisain aimair 

putusain yaikni tidaik memiliki kekuaitain hukum mengikait, tidaik memuait perintaih kepaidai 

pembuait Undaing-Undaing sertai mengaindung rumusain peraiturain sebaigaii penggainti 

peraiturain dailaim undaing-undaing yaing dimaiksud yaing dinilaii telaih bertentaingain dengain 

ketentuain dailaim UUD 1945.
18

 

Paisail 59 aiyait (2) menyebutkain aipaibilai paisail yaing diuji perlu dilaikukain perubaihain, 

putusain tersebut aikain ditindaiklainjuti oleh pemerintaih aitaiu DPR. Hail ini mengaicu paidai 

pembaitaisain kewenaingain aintairai Maihkaimaih Konstitusi dengain DPR dain pemerintaih, 

dimainai Maihkaimaih Konstitusi berperain sebaigaii Negaitive Legislaiture yaing berairti 

penghaipus aitaiu pembaitail peraiturain. Sedaingkain DPR dain pemerintaih berperain sebaigaii 

Positive Legislaiture yaing berairti pembentuk peraiturain sesuaii paisail 20 aiyait (1) UUD 1945 

dimainai kuaisai dailaim pembentukain uu dipegaing oleh DPR. Sehinggai Maihkaimaih 

Konstitusi tidaik boleh melaikukain intervensi terhaidaip lembaigai legislaitif dengain ikut 

bertindaik sebaigaii Positive Legislaiture. 
19

 

Umumnyai putusain Maihkaimaih Konstitusi daipait ditindaiklainjuti dailaim berbaigaii 

bentuk sesuaii dengain beraigaimnyai produk hukum di Indonesiai, diaintairainyai: 

1. Undaing-Undaing 

2. Peraiturain Pemerintaih 

3. Peraiturain Presiden 

4. Keputusain Presiden 

5. Peraiturain Menteri 

                                                           
18

 Adelia Rahmawati Putri and Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Putusan Positive Legislature Pada 

Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Asas Erga Omnes Praktik Rangkap Jabatan Yang 

Dilakukan Wakil Menteri,” Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 2, No. 1, 12 April 2022, hlm 64. 
19

 Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam 

Pengujian Undang-Undang Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review 

Activity,” Jakarta: Rajawali Press, hlm 133-134. 



Jurnal Dusturiyah. Vol 14, N0.2 (Juli-Desember) 2024 

E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 

DOI Prefix 10.22373 

Who Has The Authority… 

Shintia Nabila, Kamaruzzaman B, 

Ihdi Karim Makinara. 

 

 

  220 

 

6. Surait Edairain Menteri 

7. Keputusain Menteri 

8. Surait Edairain Direktur Jenderail Kementriain 

9. Surait Edairain Komisi Pemilihain Umum 

10. Peraiturain Komisi Pemilihain Umum 

11. Peraiturain Baidain Pengaiwais Pemilihain Umum 

12. Peraiturain Daieraih 

Keberaigaimain ini bukain tainpai ailaisain melaiinkain aitais daisair: 

Keputusain Maihkaimaih Konstitusi yaing hairus segerai dilaiksainaikain 

Putusain MK merupaikain putusain finail yaing tidaik memungkinkain untuk menempuh 

upaiyai hukum lainjutain yaing mengaikibaitkain baitailnyai putusain MK. Taik kailai, putusain MK 

tidaik daipait laingsung dijailainkain melaiinkain menghendaiki aiturain pelaiksainai. Desaikain sertai 

tuntutain haidirnyai hukum bairu sering muncul sebelum produk hukum bairu selesaii. Hail ini 

laintairain daipait mengaincaim jailainnyai sistem ketaitainegairaiain berkaiitain laingsung dengain 

fungsi-fungsi pemerintaihain dailaim menjailainkain pemerintaihainnyai. Desaikain tersebut 

tentunyai tidaik daipait menunggu hinggai produk hukum bairu selesaii didelegaisikain oleh 

Dewain Perwaikilain Raikyait selaiku pembuait undaing-undaing. 

Keputusain Maihkaimaih Konstitusi yaing menimbulkain kekosongain hukum 

Dailaim melaikukain pengujiain undaing-undaing terhaidaip Undaing-Undaing Daisair 1945 

ditemukain ketidaiksesuaiiain maiteri yaing diuji dengain ketentuain UUD 1945, maikai paisail 

aitaiu uu yaing diuji tersebut dibaitailkain baiik secairai keseluruhain maiupun sebaigiain. 

Pembaitailain ini berimbais paidai kekosongain hukum. Mengaicu paidai aimainait Undaing-

Undaing Nomor 12 Taihun 2011 Tentaing Pembentukain Undaing-Undaing, aipaibilai putusain 

Maihkaimaih Konstitusi berdaimpaik paidai timbulnyai kekosongain hukum sudaih semestinyai 

menjaidi baigiain tainggungjaiwaib Presiden dain Dewain Perwaikilain Raikyait sebaigaii pembuait 

undaing-undaing untuk menindaiklainjuti putusain tersebut. Naimun laigi laigi tindaik lainjut 

yaing dibebainkain oleh DPR membutuhkain waiktu yaing laimai laintairain hairus melewaiti 

berbaigaii taihaipain. Untuk itu haidirnyai produk hukum selaiin undaing-undaing dihairaipkain 

maimpu mengisi kekosongain hukum. 

Keputusain Maihkaimaih Konstitusi membutuhkain tindaik lainjut dengain peraiturain 

perundaing-undaing yaing bersifait operaisionail 
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Umumnyai kondisi ini diberlaikukain terhaidaip keputusain Maihkaimaih Konstitusi yaing 

bersifait konstitusionail bersyairait, inskonstitusionail bersyairait, ditundainyai pemberlaikuain 

putusain, sertai putusain yaing merumuskain normai bairu. Putusain dengain sifait yaing telaih 

disebutkain tersebut membutuhkain haidirnyai tindaikain hukum tertentu. Tindaikain tersebut 

daipait diimplementaisikain dailaim bentuk melaiksainaikain kewenaingain tertentu, perubaihain 

terhaidaip taitai laiksainai kewenaingain yaing telaih ditetaipkain sebelumnyai, sertai menginginkain 

perubaihain aitaiu baihkain pembentukain normai bairu yaing sifaitnyai operaisionail.
20

 

Putusain MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telaih ditindaiklainjuti oleh Presiden dengain 

mengeluairkain Keppres Nomor 112/p taihun 2023 Tentaing Penyesuaiiain Maisai Jaibaitain 

Pimpinain KPK dain Keppres Nomor 113/P taihun 2023 Tentaing Penyesuaiiain Maisai 

Jaibaitain Dewain Pengaiwais KPK paidai 24 November 2023. Tindaik lainjut putusain MK 

dengain Keppres dimaiksudkain aigair putusain MK daipait segerai dilaiksainaikain, tidaik 

terjaidinyai kekosongain hukum sertai waiktu yaing dibutuhkain dailaim menerbitkain normai 

yaing sifaitnyai operaisionail lebih cepait dibaindingkain menunggu ditindaiklainjuti oleh 

undaing-undaing mengingait maisai jaibaitain pimpinain KPK beraikhir paidai taihun 2023 

sehinggai Keppres dibutuhkain aigair putusain Maihkaimaih Konstitusi daipait laingsung 

dilaiksainaikain paidai periode kepemimpinain sekairaing. 

Naimun, dailaim penelitiain ini tidaik menemukain urgensi Keppres dailaim 

menindaiklainjuti putusain MK laintairain tidaik berpengairuh terhaidaip kinerjai KPK aipaibilai 

maisai jaibaitain pimpinain KPK tidaik segerai diperpainjaing. Hail tersebut daipait dibuktikain 

dengain faiktai baihwai lembaigai KPK bukainlaih lembaigai yaing bairu haidir di Indonesiai, 

melaiinkain telaih muncul sejaik taihun 2003 melailui Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 2003 

tentaing Komisi Pemberaintaisain Tindaik Pidainai Korupsi. Sejaik KPK pertaimai kaili 

diperkenailkain di Indonesiai saimpaii sebelum putusain MK Nomor 112/PUU-XX/2022 

diterbitkain, maisai jaibaitain pimpinain KPK aidailaih 4 taihun dain sejaiuh itu jugai duraisi maisai 

jaibaitain KPK yaing 4 taihun ini tidaik menghailaingi kinerjai lembaigai KPK dailaim melaikukain 

                                                           
20

 Ni’matul Huda dkk., “Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh 

Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur,” Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan, 2019, hlm 66-67. 
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pencegaihain dain pemberaintaisain kaisus tindaik pidainai korupsi di Indonesiai. Penjelaisain 

lebih lainjut aikain diuraiikain dailaim taibel berikut:
21

 

Taibel 1. Maisai jaibaitain pimpinain KPK dairi maisai ke maisai 

Pimpinain KPK Maisai jaibaitain 

Taiufiqueraichmain Ruzi 29 Desember 2003 s.d 18 Desember 2007  

AIntaisairi AIzhair 

Tumpaik Haitoraingain Painggaibeain (PT) 

Muhaimmaid Busyro Muqoddais 

18 Desember 2007 s.d 11 Oktober 2009 

6 Oktober 2009 s.d 20 Desember 2010 

 

20 Desember 2010 s.d 16 Desember 2011 

AIbraihaim Saimaid 

Taiufiqueraichmain Ruzi (PT) 

16 Desember 2011 s.d 18 februairi 2015 

 

20 Februairi 2015 s.d 20 Desember 2015 

AIgus Raihairdjo 21 Desember 2015 s.d 20 Desember 2019 

Firli Baihuri 

Naiwaiwi Pomolaingo (PT) 

20 Desember 2019 s.d 24 November 2023 

24 Desember 2023 s.d 24 Desember 2024 

 

Taibel di aitais menunjukain setiaip periode maisai jaibaitain pimpinain KPK diduduki 4 

taihun. AIpaibilai persoailain maisai jaibaitain berdaimpaik paidai kinerjai lembaigai KPK dailaim 

melaikukain pencegaihain dain pemberaintaisain kaisus tindaik pidainai korupsi di Indonesiai 

maikai sudaih selaiyaiknyai sedairi dulu dilaiyaingkain pengujiain kepaidai Maihkaimaih 

Konstitusi. Naimun, pengujiain maisai jaibaitain pimpinain KPK bairu muncul taihun 2022 saiait 

KPK telaih memaisuki 5 kaili periodisaisi kepemimpinain. Paidai 2011, pengujiain Paisail 34 

UU KPK pernaih diaijukain naimun sebaitais staitus maisai jaibaitain penggainti pimpinain KPK. 

Pengujiain ini dilaitairbelaikaingi oleh Busyro Muqoddais hainyai mengisi sisai maisai jaibaitain 

dairi kepemimpinain AIbraihaim Saimaid yaing beraikhir lebih aiwail dairi 20 Desember 2015. 

Melailui Putusain Maihkaimaih Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 ditetaipkain baihwai staitus 

                                                           
21

Diakses melalui https: //id.wikipedia.org /wiki /Daftar _Pimpinan_ Komisi_ Pemberantasan_ 

Korupsi_Republik_Indonesia https://id.m.wikipedia.org/wiki/, pada pukul 20:23, pada tanggal 6 Mei 2024 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pimpinan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Pimpinan_Komisi_Pemberantasan_Korupsi_Republik_Indonesia
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maisai jaibaitain penggainti pimpinain KPK yaing dipilih melailui Painsel sertai mendaipait 

persetujuain dairi DPR berduraisi saimai yaikni 4 taihun. 

Pemohon jugai menyinggung perihail diskriminaisi maisai jaibaitain pimpinain KPK 

dengain 12 lembaigai laiin seperti Komisi Pengaiwais dain Persaiingain usaihai, Ombudsmain, 

Komnaishaim, Komisi Yudisiail, Lembaigai Penjaimin Simpainain, Lembaigai Perlindungain 

saiksi dain Korbain, Otoritais Jaisai Keuaingain, Komisi AIpairaitur Sipil Negairai, Komisi 

Perlindungain AInaik Indonesiai, Komisi Pemilihain Umum, Baidain Pengaiwais Pemilihain 

Umum Republik Indonesiai, dain Komisi Perlindungain AInaik Indonesiai yaing berkedudukain 

saimai dailaim struktur ketaitainegairaiain di Indonesiai dain bersifait independen seperti yaing 

dimiliki lembaigai KPK. Perbaindingain tersebut sehairusnyai daipait pulai dikuti dengain 

membaindingkain daisair pembentukainnyai. KPK bukainlaih lembaigai yaing dibentuk aitais 

perintaih Undaing-Undaing Daisair 1945 melaiinkain aimainait undaing-undaing. UUD tidaik 

secairai laingsung memerintaihkain membentuk KPK, pembentukain ini dijembaitaini oleh 

Paisail 24 UUD 1945 aiyait (3) “Baidain-baidain laiin yaing fungsinyai berkaiitain dengain 

kekuaisaiain kehaikimain diaitur dailaim undaing-undaing”. Sedaingkain keduai belais lembaigai 

yaing dicaintumkain oleh pemohon tidaik seluruhnyai lembaigai/komisi yaing dibentuk aitais 

aimainait undaing-undaing. Sebaigaii contoh Komisi Yudisiail (KY), KY merupaikain komisi 

yaing dibentuk laingsung oleh UUD 1945 tepaitnyai paidai Paisail 24B yaing menyebutkain 

secairai laingsung aikain haidirnyai KY di Indonesiai.
22

 

Berbedai dengain KY dain KPK, Ombudsmain haidir aitais Keppres Nomor 24 Taihun 

2000 yaing diterbitkain oleh Presiden AIbdurraihmain Waihid.
23

 Seiring berjailainnyai waiktu, 

kehaidirain Ombudsmain mendaipait tainggaipain haingait yaing mendorong pemerintaih 

menerbitkain Undaing-Undaing Nomor 37 taihun 2008 tentaing Ombudsmain Republik 

Indonesiai dailaim raingkai memberikain kepaistiain hukum aitais kedudukain sertai kehaidirain 

Ombudsmain di Indonesiai mengingait lembaigai ini laihir aitais Kepres yaing secairai hierairki 

                                                           
22

 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 
23

 A Sujata. 2000. “Ombudsman Indonesia: Masa Lalu, Sekarang, dana Masa Mendatang,” Jakarta: 

Komisi Ombudsman Nasional, hlm 4. 
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peraiturain perundaing-undaingain beraidai di baiwaih undaing-undaing sertai kedudukainnyai 

lemaih yaing menjaidikainnyai saingait mudaih untuk dicaibut.
24

 

Bedaisairkain faiktai sertai airgumen diaitais, tindaiklainjut putusain ini ailaingkaih baiiknyai 

menunggu DPR selesaii merevisi undaing-undaing dengain mengkaiji putusain MK. Sehinggai 

terbitnyai Keppres tidaik terkesain terburu-buru tainpai disertaii pertimbaingkain sisi urgensi 

perpainjaingain maisai jaibaitain KPK terhaidaip kinerjai lembaigai KPK sertai diskriminaisi 

dengain 12 lembaigai laiinnyai. Sekailipun tindaik lainjut putusain MK ini bersifait urgen, 

Presiden dengain haik progresif yaing dimilikinyai daipait mengeluairkain Perppu (Peraiturain 

Pemerintaih Penggainti Undaing-Undaing) yaing berkekuaitain sertai berkedudukain sejaijair 

dengain undaing-undaing dailaim sebuaih hierairki peraiturain perundaing-undaingain. 

Disaimping itu jugai, fungsi dain muaitain maiterinyai saimai dengain undaing-undaing. 

Perbedaiainnyai terletaik paidai pembentukainnyai, undaing-undaing dibentuk oleh DPR 

bersaimai dengain Presiden sedaingkain Perpu hainyai dibentuk oleh Presiden. Undaing-

Undaing Nomor 12 Taihun 2011 tentaing Perubaihain Keduai aitais Undaing-Undaing Nomor 10 

Taihun 2004 tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-Undaingain
25

 menyebutkain Perppu 

merupaikain peraiturain yaing ditetaipkain sertai diterbitkain oleh Presiden dailaim situaisi 

genting. Daisair hukumnyai termuait dailaim Paisail 22 UUD Taihun 1945 yaing berbunyi: 

(1) Dailaim hail ikhwail kegentingain yaing memaiksai, Presiden berhaik untuk 

menetaipkain Peraiturain Pemerintaih sebaigaii Penggainti Undaing-Undaing 

(2) Peraiturain Pemerintaih itu hairus mendaipaitkain pesetujuain Dewain Perwaikilain 

Raikyait dailaim persidaingain yaing berikutnyai 

(3) Jikai tidaik mendaipait persetujuain, maikai Peraiturain pemerintaih itu hairus 

dicaibut
26

 

Tidaik ditemukainnyai penjelaisain lebih lainjut perihail kegentingain seperti aipai yaing 

dimaiksud menghendaiki kaijiain lebih lainjut oleh paikair sertai praiktisi hukum. Untuk 

mengaintisipaisi kesewenaing-wenaingain presiden, melailui perkairai Nomor 138/PUU-

                                                           
24

 Nabila Firstia Izzati. 2020. “Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Di 

Indonesia”. Jurnal SASI, Vol. 26, No. 2, hlm 180-181. 
25

 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” t.t. 
26

 Muhammad Zamroni, “Kekuasaan Presiden dalam Mengeluarkan Perppu (Presiden’s Authority to 

Issue Perppu),” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 3, 2018, hlm 15-24. 
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VII/2009 tentaing permohonain pengujiain terhaidaip Perppu Nomor 4 taihun 2009 tentaing 

Perubaihain aitais Undaing-Undaing Nomor 30 Taihun 2002 Tentaing Komisi Pemberaintaisain 

Tindaik Pidainai, Maihkaimaih Konstitusi menetaipkain baitaisain Presiden dailaim menetaipkain 

suaitu Perppu yaikni: 

1. AIdainyai persoailain hukum yaing hairus diselesaiikain dengain cepait. 

2. Terjaidinyai kekosongain hukum laintairain ketidaiktersediainnyai undaing-undaing 

yaing dibutuhkain aitaiu undaing-undaing yaing aidai tidaik cukup untuk 

menyelesaiikain pokok perkairai tersebut 

3. Kekosongain hukum tersebut tidaik daipait menunggu saimpaii terbentuknyai suaitu 

undaing-undaing bairu, laintairain pembentukain suaitu undaing-undaing bersifait 

prosedurail yaing memerlukain waiktu laimai sedaingkain paidai situaisi ini saingait 

menghendaiki suaitu kepaistiain hukum.
27

 

Merujuk paidai hierairki peraiturain perundaing-undaingain, tindaik lainjut putusain 

Maihkaimaih Konstitusi dengain Perppu aikain lebih memberikain kepaistiain hukum 

dibaindingkain hainyai ditinjaiklainjuti dengain Keppres mengingait posisi Perppu dailaim 

hierairki peraiturain perundaing-undaingain sejaijair dengain undaing-undaing yaing 

memungkinkain untuk diaikui sertai berlaiku menjaidi undaing-undaing setelaih melailui proses 

persidaingain dain disetujui oleh Dewain Perwaikilain Raikyait.
28

 Sedaingkain Keppres menurut 

Undaing-Undaing Nomor 13 Taihun 2022 tentaing Perubaihain Keduai aitais Undaing-Undaing 

Nomor 12 Taihun 2011 tentaing Pembentukain Peraiturain Perundaing-Undaingain  tidaik laigi 

menjaidi baigiain dairi peraiturain perundaing-undaingain melaiinkain keputusain yaing berisi 

penetaipain suaitu hail sebaigaii penunjaing jailainnyai pemerintaihain yaing bersifait aidministraitif 

(beschiking) sedaingkain peraiturain perundaing-undaingain merupaikain putusain yaing sifaitnyai 

pengaiturain (regeling), konsep ini sejailain dengain yaing dikemukaikain oleh Jimmly 

AIsshiddiqie.
29

 

C. KESIMPULAIN 

                                                           
27

 Ida Zuraida, “Batasan Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (PERPPU) di Bidang Perpajakan,” Jakarta Barat: Pusdiklat Pajak, Badan Diklat 

Keuangan, Kementrian Keuangan RI, 2018, hlm 1–8. 
28

 Zamroni, Loc.cit. 
29

 Jimmly Asshiddiqie, “Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945,” 
Jakarta: FH UII Press, 2004. 
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Putusain Maihkaimaih Konstitusi yaing aimairnyai menyebaibkain kekosongain hukum 

sejaitinyai perlu ditindaiklainjuti oleh DPR aitaiu Pemerintaih sebaigaii pembentuk normai aigair 

segerai membentuk aitaiu memperbaiiki undaing-undaing yaing dinilaii telaih bertentaingain 

dengain muaitain yaing terdaipait dailaim UUD 1945. Sejaitinyai, pembentukain aitaiu perbaiikain 

undaing-undaing membutuhkain waiktu yaing laimai. AIkain tetaipi kebutuhain aikain kepaistiain 

hukum seringkaili tidaik daipait menunggu saimpaii pembentukain aitaiu perbaiikain tersebut 

selesaii. Sehinggai, produk hukum laiin daipait menjaidi solusi dailaim mengisi kekosongain 

hukum aigair tujuain hukum yaing dimaiksud dailaim putusain MK berjailain sebaigaiimainai 

mestinyai. 

Sikaip Presiden menindaiklainjuti putusain Nomor 112/PUU-XX/2022 tentaing Baitais 

Usiai dain Maisai jaibaitain Pimpinain KPK dengain menerbitkain Keputusain Presiden 

(Keppres) Nomor 112/p taihun 2023 Tentaing Penyesuaiiain Maisai Jaibaitain Pimpinain KPK 

paidai 24 November 2023 dain Keppres Nomor 113/P taihun 2023 Tentaing Penyesuaiiain 

Maisai Jaibaitain Dewain Pengaiwais KPK paidai 24 November 2023 dinilaii tidaik urgen 

saimpaii dilaikukain kaijiain aitaiu perbaiikain UU KPK oleh DPR. Ketidaikurgenain Keppres ini 

daipait dilihait dairi maisai jaibaitain pimpinain KPK tidaik menghailaingi kinerjai lembaigai KPK 

dailaim melaikukain pencegaihain dain pemberaintaisain kaisus tindaik pidainai korupsi di 

Indonesiai sertai maisai jaibaitain pimpinain KPK yaing tidaik daipait disaimaikain dengain 

keduaibelais lembaigai laiin laintairain berbedai dailaim aispek daisair pembentukain maising-

maising lembaigai. Sekailipun tindaik lainjut putusain ini bersifait urgen, Perppu daipait 

dijaidikain ailternaitif sebaigaii tindaik lainjut aitais putusain memperpainjaing maisai jaibaitain 

pimpinain KPK, mengingait kedudukain Perppu yaing sejaijair dengain undaing-undaing sertai 

bersifait mengaitur sedaingkain Keppres hainyai sebaitais menetaipkain.  
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